Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Gpr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadii perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara permohonan yang diajukan oleh:
MERITA SARI, Tempat tanggal lahir Kediri 04 — 03 — 1997, jenis kelamin : Perempuan,
agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.
Nanas RT 02 RW 03, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten
Kediri;

Disebut Sebagai ..........c.coviiiiinei PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kab. Kediri pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor
443/Pdt.P/2022/ Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 4 Maret 1997
dengan nama MERI TASARI dari pasangan suami istri BODO
dengan SULAMI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
16261/DI11/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Maret 2008.

2. Bahwa terdapat kesalahan didalam penulisan nama Pemohon
didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16261/DIII/2008 milik
Pemohon yang tertulis dan terbaca MERI TASARI sedangkan yang
benar adalah MERITA SARI sebagaimana didalam ljasah Sekolah
Dasar (SD) dengan nomor: DN-05 Dd 1805661, buku nikah dan
seluruh data dari Pemohon.

3. Bahwa sejak lahir hingga saat ini Pemohon menggunakan nama
yang tertulis dan terbaca MERITA SARI.

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan
dalam mengurus administrasi kependudukan, melamar pekerjaan
dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama
dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya
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tertulis dan terbaca MERI TASARI menjadi terbaca dan tertulis

MERITA SARI agar nama Pemohon sesuai dengan yang

sebenarnya.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan
nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu
diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh
pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini
pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil
pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan
memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon
pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran
Nomor: 16261/DIIl/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal
4 Maret 2008 dari nama tertulis dan terbaca MERI TASARI menjadi
tertulis dan terbaca MERITA SARI anak ke 7 (tujuh) anak
perempuan dari suami isteri : BODO dengan SULAMI sebagaimana
kutipan akta kelahiran Nomor: 16261/DI1IlI/2008 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
pada tanggal 4 Maret 2008 ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan
penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama
pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat
kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon hadir sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya di
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persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. SRIATI dan 2. SURONO yang
telah disumpah menurut agamanya selengkapnya termuat dalam berita acara
persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah
termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan
lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri menetapkan memberi ijin kepada Pemohon
untuk membetulkan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan
Akta Kelahiran Nomor: 16261/DII1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 4 Maret 2008, dari yang
sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon MERI TASARI menjadi tertulis
dan terbaca MERITA SARI anak ke 7 (tujuh) anak perempuan dari suami
isteri : BODO dengan SULAMI sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:
16261/DII1/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Maret 2008 (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Bahwa Pemohon MERITA SARI adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri,
04 Maret 1997 yang merupakan anak dari pasangan suami istri : BODO dengan
SULAMI sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 16261/DIIl/2008 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
pada tanggal 4 Maret 2008

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam
permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan
didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang
dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri
Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-
batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum Pemohon
berhak mengajukan perubahan nama untuk kepentingan Pemohon sendiri,
dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan
perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai
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dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama

Pemohon demi masa depan Pemohon dan kepastian hukum dalam data

administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim
memandang adalah permohonan perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan
dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima
dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk
merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta
tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi
tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir
pada akta kelahiran Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah
dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor
24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada
akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:
16261/DIIl/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Maret 2008 dari nama
tertulis dan terbaca MERI TASARI menjadi tertulis dan terbaca MERITA
SARI anak ke 7 (tujuh) anak perempuan dari suami isteri : BODO dengan
SULAMI sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 16261/DIIi1/2008
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Maret 2008 ;
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3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini
kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon,
sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (serratus tiga puluh
ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hariJ UM * AT, tanggal 16 September 2022
oleh Rofi Heryanto, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan didampingi Lilik Yuliati, S.H, M.H sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim ,
Lilik Yuliati, S.H., M.H. Rofi Heryanto, S.H.,
Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Rp. 50.000.00
- Panggilan Rp. -
- PNBP/ Panggilan P+T Rp. 10.000.00
- Sumpah Rp. 20.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)
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